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BUPATI ACEH TIMUR 
 

PROVINSI ACEH 
 

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR 
NOMOR 16 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

 
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA, 

 
BUPATI ACEH TIMUR, 

 
Menimbang  :  a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah dan Pasal 47 ayat (2) Qanun Kabupaten 
Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi 
Perizinan Tertentu, disebutkan bahwa peninjauan tarif 
retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga 
dan perkembangan perekonomian;    

  b.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang- 
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah dan Pasal 47 ayat (3) Qanun Kabupaten 
Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi 
Perizinan Tertentu, disebutkan bahwa peninjauan tarif 
retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;  

  c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan; 

 
Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1092); 

2.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan 
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1103); 

3.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 
1981 Nomor 76, TambahanLembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209); 
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4.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5.  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3893); 

6.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247); 

7.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

8.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

9.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4633); 

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 5234); 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5145); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4532); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

20. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 33); 

21. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2013 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran  Daerah  
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Aceh Nomor 48); 

22. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh 
Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 10); 

23. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 12 Tahun 2015 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran  Daerah  
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Aceh Nomor 52); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF 

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. 
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Pasal 1 
 

Tarif (harga satuan) retribusi setiap bangunan gedung atau 
prasarana bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 12 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2013 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 48), perlu 
dilakukan peninjauan dan disempurnakan menjadi: 
(1) Besarnya tarif (harga satuan) retribusi setiap bangunan 

gedung atau prasarana bangunan gedung:   
a.   bangunan  gedung  sebesar  Rp.  7.500,- m2  (tujuh 

ribu lima ratus rupiah permeter persegi);   
b.   prasarana bangunan, meliputi:  

1.  konstruksi pembatas/pengaman/penahan  sebesar  
Rp. 2.000,-/m2 (dua ribu rupiah permeter persegi);  

2.  konstruksi penanda masuk lokasi sebesar              
Rp. 20.000,/unit (dua puluh ribu rupiah perunit);  

3.  konstruksi perkerasan sebesar Rp. 500,-/m2 (lima 
ratus rupiah permeter persegi);  

4.  konstruksi penghubung sebesar Rp. 5.000,-/m2 
(lima ribu rupiah permeter persegi);  

5.  konstruksi kolam/reservoir bawah tanah            
Rp. 4.000,-/m2 (empat ribu rupiah permeter 
persegi);  

6.  konstruksi menara Rp. 150.000,-/m (seratus lima 
puluh ribu rupiah permeter ketinggian bangunan); 

7.  konstruksi monumen Rp. 20.000,-/unit (dua puluh 
ribu rupiah perunit);  

8.  konstruksi instalasi/gardu Rp. 200,-/m (dua ratus 
rupiah permeter);  

9. konstruksi reklame Rp. 10.000,-/m2 (sepuluh ribu 
rupiah permeter persegi); dan  

10. konstruksi prasarana bangunan gedung yang sulit 
ditentukan, tarif retribusi maksimum 1,75% (satu 
koma tujuh puluh lima perseratus) dari harga 
rencana anggaran biaya atau dari Nilai Jual Objek 
Pajak yang diterbitkan instansi yang berwenang.  

c. retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan 
dokumen IMB, pembuatan duplikat/copy dokumen 
IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen 
IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas 
permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau 
perubahan non teknis lainnya sebesar                       
Rp. 200.000,/per izin. 

(2)  Besarnya  retribusi  IMB  untuk  bangunan  gedung  yang  
terutang sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  
dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi bangunan 
gedung, luas  lantai, indeks integrasi dan indeks kegiatan 
bangunan gedung.   
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(3)  Besarnya retribusi IMB untuk prasarana bangunan  
gedung yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi 
prasarana bangunan gedung, volume atau besaran,  
indeks jenis prasarana bangunan gedung, dan indeks 
kegiatan prasarana bangunan gedung. 

 
Pasal 2 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Kabupaten Aceh Timur. 

 
Ditetapkan di Idi 
pada tanggal 

                                                                                 18      Rajab 1437 H 
  26      April   2016 M 

 
BUPATI ACEH TIMUR, 

 
ttd 

 
HASBALLAH BIN M. THAIB 

Diundangkan di Idi  
pada tanggal  
                      18     Rajab     1437 H 

26      April  2016 M 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN ACEH TIMUR, 
 

ttd 
 

M. IKHSAN AHYAT 
 

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 16 
 
 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDAKAB. ACEH TIMUR, 

 
 

M. JAMAL, SH 
Pembina (IV/a) 

   Nip. 19730604 200312 1 004 
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